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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pembiayaan Akad Ijarah pada Unit Usaha Syariah  pada PT. Bank Riau 

pelaksanaannya terdapat pada produk pembiayaan iB Talangan Haji. 

Pembiayaan ini untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi 

(seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Atas 

jasa peminjaman dana talangan dan pengurusan haji ini, Bank Syariah 

memperoleh imbalan (fee/ujrah) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-

Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Besar imbalan 

jasa Pembiayaan al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-

Qardh yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)   kepada nasabah. 

2. Status akad gabungan qardh dan ijarah dalam produk ini sangat rentan 

terjatuh pada praktek riba terselubung.  

Akad ijarah al`amal (sewa jasa), yaitu jasa pengurusan haji antara akad 

ijarah al `amal ( sewa jasa pengurusan haji ) dengan al-qardh ( pinjaman 

atau talangan ) seharusnya adalah terpisah. Akad qardh wa ijarah tidak sah 

menjadi dasar pembiayaan talangan haji,  karena :  
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1) Pertama, dalil yang digunakan tak sesuai untuk membolehkan akad qardh 

wa ijarah.   Sebab   dalil  yang  ada  hanya membolehkan qardh dan ijarah  

secara terpisah.  

2) Kedua, penggabungan dua akad menjadi satu akad sendiri hukumnya 

tidak boleh.  

3) Ketiga, penggabungan qardh dan ijarah termasuk akad yang tak 

dibolehkan.  

4) Keempat, akad qardh wa ijarah tidak memenuhi syarat ijarah. Sebab 

dalam akad ijarah, disyaratkan obyek akadnya bukan jasa yang 

diharamkan.  

Dalam akad qardh wa ijarah, obyek akadnya adalah jasa qardh dengan 

mensyaratkan tambahan imbalan. Ini tidak boleh, sebab setiap qardh (pinjaman) 

yang mensyaratkan tambahan adalah riba, meski besarnya tak didasarkan pada 

jumlah dana yang dipinjamkan.  

Kaidah fikih menyebutkan : Kullu qardhin syaratha fiihi an yazidahu fahuwa 

haram bighairi khilaf. (Setiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan 

hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat).  

B. Saran 

1. Pembiayaan iB Talangan Haji pada Unit Usaha Syariah  PT. Bank Riau 

harus murni Qardh atau murni ijarah yaitu tidak menggabungkan dua akad 

dalam satu transaksi seperti dalam pembiayaan dana talangan haji. 

2. a.  Untuk   LKS   agar   menerapkan   fatwa DSN dan tidak keluar dari fatwa,  
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yaitu menarik biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dengan 

besaran   biaya   tetap,  tidak  berdasarkan  besarnya  pinjaman.  Jika    ini  

dilanggar, maka akan menyebabkan terjatuh ke dalam praktik riba. 

b. Untuk DSN, selain mengeluarkan fatwa diharapkan dapat memberikan 

sanksi bagi lembaga-lembaga yang menerapkan produk tidak sesuai 

dengan yang difatwakan. 

c. Untuk masyarakat yang mendaftar haji jangan terjebak dalam produk ini 

karena mengandung syubhat riba yang berakibat terhadap kemabruran 

hajinya karena berangkat menggunakan harta yang diperoleh dengan cara 

riba. Hendaklah ia membayar tunai agar bisa mendapatkan kepastian seat 

(Nomor urut) untuk Tahun keberangkatan, dan jangan menggunakan dana 

Talangan Bank. Menurut penulis daripada dana talangan haji yang 

nantinya mengandung riba akan lebih baik menyalurkannya dalam bentuk 

Tabungan Haji. 
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